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ABSTRAK 

Detasemen Khusus 88 adalah unit kontra teror yang dibentuk sebagai jawaban atas maraknya 

aksi terorisme di Indonesia. Tetapi dalam prakteknya di lapangan, banyak pelanggaran hak asasi 

manusia yang dilakukan oleh Densus 88 dalam aksinya memberantas terorisme.Tujuan 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang prosedur standar operasi 

Densus 88 dalam menangani aksi kejahatan terorisme serta menganalisis pandangan dalam hak 

manusia mengenai aksi Densus 88 dalam menangani kejahatan terorisme. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan sumber-sumber data 

sekunder berupa doktrin-doktrin dan asas-sas dalam ilmu hukum yang berupa buku-buku, jurnal, 

artikel di media massa , majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. 

Dasar legalitas kewenangan Densus 88 dalam melakukan penangkapan teroris adalah 

sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (1) KUHAP karena UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang  

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur tentang hal tersebut. Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2003 mengatur kewenangan khusus bagi Densus 88 perihal waktu 

penangkapan, penahanan, penyidikan, serta bukti Permulaan. 

Hak asasi manusia adalah hak dasar setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Negara 

wajib melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Kebijakan represif Densus 88 dalam 

menangani aksi terorisme merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak saja melanggar 

hukum tapi juga menyebabkan terlanggarnya hak asasi manusia.  

Detasemen Khusus 88 telah mempunyai legalitas yang jelas dalam menjalankan tugasnya 

memberantas terorisme. Tetapi cara-cara arogan dan represif tidak dapat dibenarkan karena 

bertentangan dengan hak, martabat, serta prinsip hak asasi manusia. Perlu adanya revisi UU 

Terorisme mengenai definisi terorisme secara jelas dan pembentukan lembaga independen yang 

berwenang untuk mengawasi kinerja Densus 88. 

Kata Kunci : Densus 88, Terorisme, Hak Asasi Manusia 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Densus 88 is counter terrorism unit that were made because Indonesia was a target of terrorism 

act. Apparently Densus 88 did lots of stuff that violated the basic human rights. The purpose of 

this research is to analyze about Densus 88 Standart Operation Procedure and analyze Densus 

88 from human rights point of view. The research method that used in this research is normative 

by using secondary source like doctrine in law such as books, journal, article, mass media, etc 

that have all the connection with this research. 

 

Densus 88 do the counter terrorism arresting procedure based on article 18 point 1 KUHAP 

because terrorism bill does not support that. But the terrorism bill has special authority for 

Densus 88 about time of arresting, detention, investigation, and early proof. 

 

Human right is a basic right of all mankind that cannot be violated. State has to cover their 

people’s human right. Repressive act from Densus 88 is an example of abusive power that 

violated human rights. 

 

Densus 88 have all the power to stop terrorism. But repressive and arrogant way is a bad way 

because those ways can violated the basic human rights. The terrorism bill need to be reformed 

especially about the definition of terrorism. Also an independent organization need to be created 

to watch Densus 88 works. 
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